
180 
 

BAB V  

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Kota Batam sejak tahun 1971 sampai saat ini terus dikembangkan untuk tujuan 

ekonomi yang berdaya saing internasional karena posisi Kota Batam yang cukup 

strategis dan potensial. Pada awalnya melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 

1973 tentang Daerah Industri Batam. Keppres 41/1973 membentuk Otorita 

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam  yang memiliki tugas pokok untuk 

pengelolaan dan pengembangan Kota Batam sebagai daerah industri.   

Pola pengembangan daerah industri Batam kemudian berkembang menjadi 

pengembangan dalam bentuk kawasan yang bersifat khusus yakni kawasan berikat. 

Kawasan berikat ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 

Tentang Penetapan Seluruh Daerah Industri Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha 

Bonded Warehouse. Pola pengembangan kawasan berikat tidak menghapus 

keberadaan Otorita Batam untuk ikut mengembangkan Kota Batam sebagai suatu 

daerah industri.   

Namun permasalahan muncul ketika Kota Batam dijadikan sebagai daerah otonom 

melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota 

Batam. Dalam UU 53/1999 , Kota Batam adalah kota otonom yang artinya dapat 

menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan UU 23/2014 dan 

peraturan perundang-undangan lainnya.  

Pengelolaan Kota Batam sebagai daerah otonom sekaligus sebagai daerah industri 

kemudian memunculkan dualisme kewenangan. Hal itu dikarenakan Pemkot Batam 
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secara hukum memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan setiap urusan 

pemerintahan sedangkan Otorita  Batam juga memiliki kewenangan yang serupa. 

Kewenangan ini dapat dilihat dari beberapa bidang yaitu penanaman modal, penataan 

ruang, lingkungan hidup, pengadaan infrastruktur, dan pengelolaan pertanahan. 

Masing-masing bidang ini terdapat irisan kewenangan satu sama lainnya.  

Persoalan penanaman modal terjadi ketika keduanya memiliki kewenangan untuk 

mengurusi perizinan di bidang penanaman modal asing atas dasar pendelegasian 

kewenangan dari Pemerintah Pusat. Padahal dalam Perka BKPM 8/2013 jo Perka 

BKPM 9/2013 yang memberi pendelegasian kewenangan untuk mengurusi 

penanaman modal asing. Namun dalam Perpres 97/2014 mengatur bahwa Pemerintah 

Daerah (termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota) dapat menyelenggarakan 

kewenangan untuk mengurusi penanaman modal asing dengan dasar tugas 

pembantuan maupun delegasi kewenangan.  

Persoalan penataan ruang , Pemkot Batam berpegang pada Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sedangkan BP Batam berpegang pada 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 

Batam,Bintan, dan Karimun.  Dari kedua aturan tersebut memunculkan persoalan 

penataan ruang Kota Batam karena keduanya secara bersamaan memiliki 

kewenangan dalam hal  persoalan menata tata ruang tata wilayah Kota Batam.  

Persoalan lingkungan hidup berkaitan erat dengan persoalan izin prinsip yang 

mengharuskan adanya izin lingkungan. Di satu sisi izin prinsip dikeluarkan oleh BP 

Batam berdasarkan Perka BKPM 8/2013 jo Perka BKPM 9/2013. Namun dalam hal 

izin lingkungan yang seharusnya menjadi kewenangan Pemkot Batam berdasarkan 

UU 32/2009 karena sebelum izin lingkungan diterbitkan maka setiap pelaku usaha 

harus mempunyai Amdal terlebih dahulu. Akan tetapi persoalan muncul ketika 

pengendalian lingkungan atas dasar Amdal tidak dapat dilakukan oleh Pemkot Batam 

karena terjadi pendelegasian kewenangan oleh BKPM itu sendiri. 
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Dalam hal pengadaan infrastruktur , keduanya secara bersamaan memiliki 

kewenangan untuk melakukan pembangunan infrastruktur namun  persoalannya 

terdapat dalam bidang pengawasan pelaksanaan pembangunan tersebut. Oleh 

karenanya, dualisme pengadaan infrastruktur menjadi dilematis dalam kaitannya 

dengan pengawasan dan bukan hanya pengadaan infrastruktur karena Pemkot Batam 

berdasarkan UU 23/2014 memiliki kewenangan untuk mengadakan infrastruktur 

sesuai dengan urusan pemerintahannya sedangkan BP Batam juga memiliki 

kewenangan untuk itu berdasarkan Keppres 41/1973 jo PP 46/2007. 

Terakhir dalam hal pengelolaan tanah yang  sesungguhnya telah dibereskan melalui 

PP 46/2007 dengan melimpahkan kewenangan pengelolaan tanah kepada BP Batam. 

Atas dasar PP 46/2007 , Pemkot Batam tidak lagi mengelola tanah berdasarkan Hak 

Pengelolaan. Akan tetapi , Pemkot Batam tetap memiliki kewenangan untuk menarik 

Pajak Bumi Bangunan terhadap tanah-tanah dan bangunan-bangunan kota Batam itu 

sendiri sedangkan BP Batam juga memiliki kewenangan untuk memungut Uang 

Wajib Tahunan  Otorita (UWTO). Artinya ,satu tanah akan dikenakan dua pungutan 

sekaligus yaitu PBB dan UWTO. Sebenarnya dengan adanya dua pungutan akan 

membebani pelaku usaha itu sendiri karena akan masuk sebagai biaya produksi  yang 

tentu akan berdampak pada keuntungan yang akan mereka peroleh di kemudian hari. 

Dari serangkaian persoalan tersebut yang menjadi persoalan utama terletak pada 

koordinasi kedua lembaga. Padahal koordinasi merupakan hal yang terpenting agar 

permasalahan di atas dapat teratasi. Garis koordinasi antara kedua lembaga 

sebenarnya telah tertuang dalam Keppres 7/1984 yang kemudian dipertegas dalam 

UU 53/1999 namun tenyata tidak berjalan seperti yang diharapakan. Ketiadaan 

koordinasi menyebabkan penyelenggaran urusan pemerintahan tidak berlandasan 

pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga 

konsekuensi dari ketiadaan koordinasi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 

tidak efisien dan efektif. 
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Untuk itu perlu adanya solusi yang  dapat menyelesaikan permasalahan di atas. Hal 

ini dapat ditemukan melalui  kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus yang diatur 

dalam UU 39/2009. Pembentukan KEK Batam secara hukum telah dimuatkan dalam 

ketentuan peralihan UU 39/2009 yang mengamanatkan perubahan status Batam dari 

Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. 

Pembentukan KEK Batam pada nantinya akan terdapat empat lembaga yang secara 

kewenangannya saling berkoordinasi untuk menyelenggarakan kawasan ekonomi 

khusus. 

Hal ini dapat dilihat dari keberadaan dua lembaga penyelenggara pengelolaan KEK 

yaitu Administrator KEK dan Badan Usaha Pengelola. Keberadaan Administrator 

KEK akan mengurusi urusan pemerintahan yang bersifat administratif dan 

pengawasan operasional penyelenggaraan KEK. Kedudukanya berdasarkan Perpres 

33/2010 jo Perpres 124/2014 merupakan SKPD dari pemerintah daerah yang artinya 

secara hukum Administrator KEK merupakan kelembagaan dalam pemerintahan 

daerah. Kewenangan yang didapatkannya merupakan hasil pendelegasian dari  

Pemerintah Provinsi , Pemerintah Kabupaten/kota serta kementerian/lembaga negara 

yang  berkaitan. Dengan demikian, kewenangan BP Batam dalam kaitannya dengan 

teknis administratif harus diselenggarakan oleh Administrator KEK. 

Namun dalam segi pertanggungjawaban Administrator KEK tidak berpegangan pada 

pengaturan dalam UU 23/2014 sebab keberadaan Dewan Kawasan KEK maupun 

Dewan Nasional tidak berkesesuaian dengan UU 23/2014. Terutama dalam konteks 

pertanggungjawaban Administrator KEK kepda Dewan Kawasan yang secara jelas 

bertentangan dengan kedudukan Administrator KEK sebagai satuan kerja perangkat 

daerah.  

Sedangkan BP Batam sendiri akan diubah menjadi Badan Usaha Pengelola karena 

kewenangan semula yang bersifat administratif telah diselenggarakan oleh 

Administrator KEK. Sisanya kewenangan BP Batam berupa pengembangan dan 
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pngelolaan Batam sebagai daerah industri tetap dilaksanakan oleh BP Batam sesuai 

dengan Keppres 41/1973 jo Keppres 25/2005 serta PP 46/2007 jo PP 5/2011 

mengamanatkan BP Batam sebagai penyelenggara kawasan PBPB. Oleh karena itu 

BP Batam akan fokus pada penyelenggara kegiatan usaha dan tidak lagi 

mencampurkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan 

daerah yang administratif. Teknis operasional lebih menjadi fokus utama oleh BP . 

Batam yang nantinya akan menjadi BUP. Hal itu dikarenakan dalam UU 39/2009 jo 

PP 2/2011 memberi kewenangan penuh bagi BUP untuk menyelenggarakan kegiatan 

usaha di dalam KEK itu sendiri.  

Pembentukan KEK Batam sekaligus mengubah BP Batam menjadi BUP dan 

membentuk Administrator KEK  akan menyelesaikan dualisme kewenangan antara 

keduanya karena telah terjadi pemisahan kewenangan yang jelas antara keduanya. Di 

mana dualisme di atas akan sepenuhnya menjdi kewenangan Administrator KEK 

maupun dikembalikan kepada Pemkot Batam atas dasar UU 23/2014 sedangkan BP 

Batam akan fokus sebagai badan pengusahaan yang benar mengusahakan 

keberlangsungan Batam sebagai daerah industri dan KEK itu sendiri.  

5.2. Saran 

Melihat berbagai permasalahan di atas , penulis terdapat beberapa saran kepada pihak 

terkait dalam rangka menyelesaikan persoalan dualisme kewenangan antara BP 

Batam dan Pemkot Batam serta saran yang berkaitan dengan pembentukan KEK itu 

sendiri.  

Pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan antara Pemerintah Kota Batam 

dengan Badan Pengusahaan Batam harus didasari pada asas koordinasi karena 

koordinasi merupakan asas terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Kedua, Pemkot Batam bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus segera 

mendorong terealisasinya pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus karena dari segi 
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potensial dan kestrategisannya , Kota Batam merupakan daerah yang tepat untuk 

dijadikan kawasan ekonomi khusus.  

Ketiga, kedudukan dari Administrator KEK harus dalam kerangka hukum 

Pemerintahan Daerah sehingga bersifat sub-ordinat dari Pemkot Batam karena 

pertanggungjawaban yang diatur dalam UU 39/2009 terjadi pertentangan dengan 

sistem pertanggungjawaban SKPD yang diatur dalam UU 23/2014. 

Terakhir, dalam mendukung Kota Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus BP 

Batam  diubah menjadi Badan Usaha Pengelola yang bentuknya berupa  Badan Usaha 

Milik Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU 39/2009.  
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Website : 

www.bpbatam.go.id  

www.kompas.com 

www.detiknews.com 

https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf 

http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf 

 http://perserobatam.com/id/layanan-kami/tentang-kami 

www.kemendag.go.id  
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